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PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP TAHUN 2023

PRIORITAS NASIONAL 1 : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l;;:a;p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01 01 - Meningkatnya daya dukung 01 - Porsi EBT dalam bauran energi 17,90 % 40.647.506,4
PN: Memperkuat Ketahanan dan kualitas sumber daya nasional
Ekonomi untuk Pertumbuhan ekonomi sebagai modalitas bagi
vang Berkualitas dan pembangunan ekonomi yang oo
Berkeadilan berkelanjutan 02 - Skor Pola Pangan Harapan 94,00 nilai
(PPH)
03 - Pengelolaan dan pemanfaatan 11 WPP
Wilayah Pengelolaan Perikanan
(WPP) secara berkelanjutan
02 - Meningkatnya nilai tambah, 01 - Rasio kewirausahaan nasional 3,21 %
lapangan kerja, investasi,
ekspor, daq daya saing 02 - Pertumbuhan PDB pertanian 4,0—4,2 %
perekonomian
03 - Pertumbuhan PDB perikanan 5,00—6,00 %
04 - Pertumbuhan PDB industri 5,4—6,0%
pengolahan
05 - Kontribusi PDB industri 20,60 %
pengolahan
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SK No 081502 C






a@t’?

0y

%

%
Le

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l;;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.01.01.01 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Penambahan kapasitas 2,5 409 megawatt 183.478,3 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
PRO-P: Percepatan pembangunan pembangkit terpasang tambahan PLT Air DAYA MINERAL, KEMENTERIAN
Pembangunan Pembangkit energi terbarukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
Energi Terbarukan 02 - P bahan k it 25 190 att PERLINDUNGAN ANAK, KEMENTERIAN
- Penambahan kapasitas s megawat PEMUDA DAN OLAHRAGA

terpasang tambahan PLT Panas

Bumi

03 - Penambahan kapasitas 2,5 159 megawatt

terpasang tambahan PLT Bioenergi

04 - Penambahan kapasitas 2,5 1.308 megawatt

terpasang tambahan PLTS

05 - Kapasitas terpasang tambahan 2,5 33 megawatt

PLT Bayu
01.01.02 01 - Meningkatnya pasokan 01 - Jumlah pemanfaatan biofuel 5 14,60 juta kilo liter 3.874.317,7
KP: Peningkatan Pasokan Bahan  bahan bakar nabati untuk domestik
Bakar Nabati
01.01.02.01 01 - Terlaksananya akselerasi 01 - Persentase mandatori 5 30 % 3.874.317,7 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
PRO-P: Akselerasi pengembangan BBN pencampuran BBN ke dalam bahan DAYA MINERAL, KEMENTERIAN
Pengembangan BBN bakar fosil KEUANGAN, KEMENTERIAN PERTANIAN
01.01.03 01 - Meningkatnya pelaksanaan 01 - Intensitas energi primer 2 135,2 SBM/miliar rupiah 4.137,3
KP: Peningkatan Pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi
Konservasi dan Efisiensi Energi 02 - Penurunan intensitas energi 2 0,8 SBM/miliar rupiah

final
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Dukungan
terhadap
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator Arahan Target Rp. Juta Instansi Pelaksana

Presiden
01.02.01 01 - Meningkatnya pemantapan 01 - Luas minimal kawasan 5 65 juta ha 224.158,9
KP: Pemantapan Kawasan kawasan berfungsi lindung berfungsi lindung (kumulatif)
Berfungsi Lindung (Kumulatif) (kumulatif)
01.02.01.01 01 - Terlaksananya inventarisasi 01 - Luas area dengan Indeks Jasa 5 7 ekoregion 35.409,1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
PRO-P: Inventarisasi Jasa jasa lingkungan tinggi Lingkungan Tinggi KEHUTANAN
Lingkungan Tinggi
01.02.01.02 01 - Terlaksananya 01 - Desa dalam dan sekitar 5 3.500 desa 188.749,8 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
PRO-P: Perlindungan dan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi KEHUTANAN
Pengamanan Kawasan Lindung kawasan lindung nasional
Nasional secara Partisipatif secara partisipatif
01.02.02 01 - Meningkatnya pengelolaan 01 - Luas kawasan hutan produksi 2 34,5 juta ha 79.817,7
KP: Pengelolaan Hutan hutan berkelanjutan
Berkelanjutan
01.02.02.01 01 - Terlaksananya optimalisasi 01 - Jumlah unit usaha 5 30 juta m? 10.656,7 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
PRO-P: Optimalisasi Hasil Hutan  hasil hutan dan jasa lingkungan pemanfaatan hasil hutan dan jasa KEHUTANAN
dan Jasa Lingkungan lingkungan
01.02.02.02 01 - Terlaksananya penguatan 01 - Jumlah KPH yang difasilitasi 5 80 KPH 69.161,1 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
PRO-P: Penguatan Kesatuan Kesatuan Pengelolaan Hutan penguatannya KEHUTANAN
Pengelolaan Hutan (KPH)
01.02.03 01 - Meningkatnya penyediaan 01 - Luas lahan beririgasi untuk 2 5.500 ha 1.614.946,1

KP: Penyediaan Air untuk
Pertanian

air untuk pertanian

komoditas padi dan nonpadi

SK No 081506 C
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator tz‘;;i;l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden

03 - Konsumsi sayur dan buah 5 301,3 gram/kapita/hari

04 - Konsumsi kacang-kacangan 5 29,2 gram/kapita/hari
01.03.01.02 01 - Meningkatnya keamanan 01 - Rasio tindak lanjut terhadap 5 94 % 603.177,4 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan Keamanan pangan temuan OPTK dan HPHK pada
Pangan komoditas pertanian melalui media

pembawa di tempat pemasukan atau

pengeluaran yang ditetapkan

02 - Persentase pangan hewani yang 5 88 %

memenuhi syarat keamanan pangan
01.03.01.03 01 - Terlaksananya 01 - Penelitian dan pengembangan 5 1 VUB 235.500,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan
Fortifikasi dan Biofortifikasi biofortifikasi pangan
Pangan 02 - Produksi padi biofortifikasi 5 840 ribu ton GKG
01.03.02 01 - Meningkatnya ketersediaan 01 - Penggunaan benih bersertifikat 5 75,0 % 3.603.465,9
KP: Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan
pangan ha51'1 pertanian dan pangan hasﬂ laut secara ) 02 - Ketersediaan beras 5 45,4 juta ton
pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga
berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga
stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok 03 - Ketersediaan protein hewani 5 2,78 juta ton
kebutuhan pokok

04 - Produksi jagung 5 34,12 juta ton

05 - Produksi daging 5 5,9 juta ton

-A.lL9 -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l;:;:p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden

06 - Produksi umbi-umbian 5 25,2 juta ton

07 - Produksi sayuran 5 15,50 juta ton

08 - Produksi buah-buahan 5 29,29 juta ton
01.03.02.01 01 - Meningkatnya produksi 01 - Pertumbuhan produktivitas 5 3,00 % 740.619,6 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan Produksi padi padi
Padi

02 - Peningkatan Indeks Pertanaman 5 5,00 %

(IP)
01.03.02.02 01 - Meningkatnya produksi 01 - Pertumbuhan produktivitas 5 1,20 % 296.138,9 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan Produksi jagung jagung
Jagung
01.03.02.03 01 - Meningkatnya produksi 01 - Pertumbuhan produktivitas 5 1,10 % 450.238,8 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan Produksi kedelai kedelai
Kedelai
01.03.02.04 01 - Meningkatnya produksi 01 - Produksi daging 5 5,9 juta ton 1.604.268,4 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan Produksi daging
Daging
01.03.02.05 01 - Meningkatnya produksi 01 - Pertumbuhan produktivitas 5 5,34 % 489.660,3 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan Produksi hortikultura sayuran
Hortikultura

02 - Peningkatan produktivitas 5 2,20 %

buah-buahan

-AL10 -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::::::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden

01.03.02.06 01 - Meningkatnya produksi 01 - Pertumbuhan produktivitas ubi 5 1,50 % 22.540,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan Produksi umbi-umbian kayu
Umbi-Umbian

02 - Pertumbuhan produktivitas ubi 5 3,65 %

jalar
01.03.03 01 - Meningkatnya 01 - Teknologi yang diterapkan oleh 5 80—90 % 347.875,5
KP: Peningkatan Produktivitas, produktivitas, kesejahteraan petani
Kesejahteraan Sumber Daya Sumber Daya Manusia (SDM)
Manusia (SDM) Pertanian, pertanian, dan kepastian pasar 02 - Nilai tambah t Kkeri 5 570 iut iah/t
Perikanan dan Kepastian Pasar - Ntlal tambah per tenaga kerja U juta rupiat /tenaga

pertanian kerja/tahun
01.03.03.01 01 - Terlaksananya asuransi 01 - Luas area yang difasilitasi 5 1.000.000 ha 177.920,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Asuransi Pertanian pertanian asuransi usaha tani padi

02 - Jumlah ternak yang difasilitasi 5 200.000 ekor

asuransi usaha peternak

sapi/kerbau
01.03.03.03 01 - Terlaksananya penyuluhan 01 - Persentase SDM pertanian yang 1 100 % 15.927,1 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Penyuluhan dan dan pendampingan sekolah meningkat kapasitasnya
Pendampingan Sekolah Lapang lapang

02 - Persentase kelembagaan petani 5 21 %

yang meningkat kapasitasnya
01.03.03.04 01 - Berkembangnya korporasi 01 - Jumlah korporasi petani yang 5 150 unit 154.028,5 KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN

PRO-P: Korporasi Petani

petani

dikembangkan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

SK No 081512 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:;l;;i:p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden

01.03.04 01 - Meningkatnya 01 - Persentase lahan baku sawah 5 90 % 1.567.986,3
KP: Peningkatan Keberlanjutan produktivitas, keberlanjutan yang ditetapkan sebagai Lahan
Produktivitas Sumber Daya sumber daya pertanian, dan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pertanian, dan Digitalisasi digitalisasi pertanian (LP2B)
Pertanian

02 - Jumlah varietas unggul 5 30 dan 8 varietas unggul

tanaman dan hewan untuk pangan baru dan galur

yang dilepas

03 - Sumber daya genetika tanaman 5 4.250 aksesi

dan hewan sumber pangan yang

terlindungi/tersedia
01.03.04.01 01 - Terkelolanya sumber daya 01 - Luasan rehabilitasi jaringan 5 269.884 ha 733.203,9 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengelolaan Sumber air pertanian irigasi
Daya Air Pertanian
01.03.04.02 01 - Terkelolanya sumber daya 01 - Luas lahan sawah yang 5 6.717.553,2 ha 834.532,4 KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
PRO-P: Pengelolaan Sumber lahan pertanian ditetapkan LP2B tiap tahunnya AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
Daya Lahan Pertanian
01.03.04.03 01 - Meningkatnya varietas 01 - Jumlah varietas unggul 5 45 varietas unggul baru dan 250,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Peningkatan varietas unggul tanaman dan hewan tanaman dan hewan untuk pangan galur
unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas yang dilepas
untuk pangan yang dilepas
01.03.05 01 - Meningkatnya tata kelola 01 - Global food security index 5 68,4 140.482,1

KP: Peningkatan Tata Kelola
Sistem Pangan Nasional

sistem pangan nasional

SK No 081513 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:::;::l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.03.05.03 01 - Menguatnya cadangan 01 - Cadangan beras 5 6—10 Juta ton 140.482,1 KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
PRO-P: Penguatan Cadangan pangan nasional DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
Pangan Nasional TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BPN, KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
01.04 01 - Meningkatnya pengelolaan 01 - Konservasi kawasan kelautan 5 29,10 juta ha 1.625.852,2
PP: Peningkatan Pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan
Kemaritiman, Perikanan dan kelautan 02 - Proporsi tangkapan jenis ikan 5 <76 %
Kelautan . .
yang berada dalam batasan biologis
yang aman
03 - Produksi perikanan S 30,58 juta ton
04 - Produksi garam 5 2,00 juta ton
05 - Nilai Tukar Nelayan 5 107,00—108,00
01.04.01 01 - Meningkatnya pengelolaan 01 - Pengelola WPP S 11 unit 67.715,0
KP: Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut 02 - Akurasi pendataan stock dan 4 11 WPP
(WPP) dan Penataan Ruang Laut dan rencana zonasi pesisir serta
. . s pemanfaatan WPP
dan Rencana Zonasi Pesisir serta  pengelolaan ruang laut
Pengelolaan Ruang Laut
03 - Penyelesaian penataan ruang 4 30 RZ
laut dan zonasi pesisir
-AIL13 -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:::;::l) Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.04.01.01 01 - Terlaksananya pengelolaan 01 - Jumlah model percontohan WPP 4 9 WPP 16.980,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Pengelolaan Wilayah Wilayah Pengelolaan Perikanan yang melaksanakan penangkapan
Pengelolaan Perikanan (WPP) (WPP) terukur
01.04.01.02 01 - Terlaksananya penataan 01 - Jumlah KSN dan KSNT yang 5 23 RZ 35.910,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Penataan Ruang Laut ruang laut dan rencana zonasi memiliki rencana zonasi KSN dan PERIKANAN, KEMENTERIAN DALAM
dan Rencana Zonasi Pesisir pesisir rencana zonasi KSNT dan NEGERI, BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
antarwilayah laut (BIG)
01.04.01.03 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah lokasi yang dilakukan S 34 lokasi 14.825,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Pengendalian pengendalian pemanfaatan pengendalian pemanfaatan ruang
Pemanfaatan Ruang Laut ruang laut laut di pusat dan daerah
01.04.02 01 - Meningkatnya ekosistem 01 - Jumlah kawasan konservasi 5 15.800.000 ha 12.015,0
KP: Peningkatan Ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa yang dimanfaatkan secara
Kelautan dan Pemanfaatan Jasa kelautan berkelanjutan
Kelautan
01.04.02.01 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah kawasan wisata bahari 5 10 kawasan 9.700,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Pengembangan Wisata pengembangan wisata bahari dan BMKT yang terkelola
Bahari dan Jasa Maritim dan jasa maritim
01.04.02.02 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah bioteknologi dan 5 2 paket 2.315,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Pengembangan Marine pengembangan marine biofarmakologi yang dikembangkan
Bioproduct dan Bioteknologi bioproduct dan bioteknologi
01.04.03 01 - Meningkatnya produksi, 01 - Produksi ikan 5 18,48 juta ton 1.200.291,4
KP: Peningkatan Produksi, produktivitas, standardisasi
Produktivitas, Standardisasi mutu dan nilai tambah produk 02 - Produksi rumput laut 5 .
Mutu dan Nilai Tambah Produk kelautan dan perikanan - Frodukst rumput fau 12,10 juta ton
Kelautan dan Perikanan
03 - Produksi garam 5 2,00 juta ton
-AlL14 -
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REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:::::? Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.04.03.01 01 - Meningkatnya produksi 01 - Produksi ikan tangkap 5 9,00 juta ton 991.691,4 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Peningkatan Produksi perikanan PERIKANAN, KEMENTERIAN ENERGI DAN
Perikanan .. . . SUMBER DAYA MINERAL, KEMENTERIAN
02 - Produksi ikan budidaya 5 9,48 juta ton PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
01.04.03.02 01 - Meningkatnya produksi 01 - Jumlah produksi rumput laut 5 12,10 juta ton 0,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Peningkatan Produksi rumput laut
Rumput Laut
01.04.03.03 01 - Meningkatnya produksi 01 - Jumlah produksi garam 5 2,00 juta ton 97.700,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Peningkatan Produksi garam
Garam
01.04.03.04 01 - Terlaksananya karantina 01 - Rasio pengendalian ekspor, 5 100 % 110.900,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Karantina lkan dan ikan dan jaminan mutu impor, dan antar area jenis ikan
Jaminan Mutu yang dilarang, dilindungi, dan
dibatasi di exit/ entry point
01.04.04 01 - Meningkatnya fasilitasi 01 - Jumlah pendanaan pelaku 5 9,91 triliun rupiah 140.508,7
KP: Peningkatan Fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses usaha kelautan dan perikanan skala
Usaha, Pembiayaan, dan Akses perlindungan usaha kelautan kecil
Perlindungan Usaha Kelautan dan perikanan skala kecil serta
dan Perikanan Skala Kecil serta akses terhadap pengelolaan 02 - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 5 104
Akses terhadap Pengelolaan sumber daya (NTPi
Sumber Daya )
01.04.04.01 01 - Meningkatnya perlindungan 01 - Jumlah nelayan dan 5 155.000 orang 6.500,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Peningkatan nelayan dan pembudidaya ikan pembudidaya ikan yang terlindungi
Perlindungan Nelayan dan
Pembudidaya Ikan
-AL1S -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t;::;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.04.04.02 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Sertifikasi tanah nelayan dan ) 15.000 bidang 120.386,9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Peningkatan Akses akses pembiayaan usaha lahan budi daya PERIKANAN, KEMENTERIAN AGRARIA DAN
Pembiayaan Usaha Perikanan perikanan TATA RUANG/BPN
01.04.04.03 01 - Terlaksananya penataan 01 - Integrasi sistem perizinan 4 34 provinsi 13.621,8 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Penataan Perizinan perizinan kelautan dan pusat-daerah
Kelautan dan Perikanan perikanan
01.04.05 01 - Meningkatnya SDM dan 01 - Jumlah model/teknologi 5 5 produk 205.322,1
KP: Peningkatan SDM dan Riset inovasi teknologi kemaritiman kelautan dan perikanan yang layak
Kemaritiman dan Kelautan Serta  dan kelautan serta database adopsi
Database Kelautan dan kelautan
Perikanan
01.04.05.01 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah masyarakat yang 1 44.000 orang 139.100,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Peningkatan SDM SDM kelautan dan perikanan disuluh
Kelautan dan Perikanan
01.04.05.02 01 - Terlaksananya penguatan 01 - Inovasi teknologi KP yang 5 5 Paket 66.222,1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PRO-P: Penguatan Inovasi inovasi teknologi dan riset diadopsi
Teknologi dan Riset Kelautan kelautan dan perikanan
dan Perikanan
01.05 01 - Menguatnya 01 - Rasio kredit UMKM terhadap 5 21,44 % 1.616.130,2
PP: Penguatan Kewirausahaan, kewirausahaan, Usaha Mikro, total kredit perbankan
Usaha Mikro, Kecil Menengah Kecil Menengah (UMKM), dan
(UMKM), dan Koperasi koperasi 02 - Pertumbuhan wirausaha 1 2,74 %
03 - Kontribusi koperasi terhadap 1,5 5,40 %

PDB

SK No 081517 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:l;;::l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.05.02 01 - Meningkatnya kapasitas 01 - Proporsi UMKM yang 1,5 29,27 % 90.919,5
KP: Peningkatan Kapasitas usaha dan akses pembiayaan mengakses kredit lembaga keuangan
Usaha dan Akses Pembiayaan bagi wirausaha formal
Bagi Wirausaha
02 - Proporsi IKM dengan 5 4,10 %
pinjaman/kredit
03 - Proporsi penyaluran Kredit 5 75,00 %
Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi
01.05.02.01 01 - Terlaksananya dukungan 01 - Jumlah wirausaha pemula yang 5 3.000 orang 72.567,3 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Dukungan Pemberian pemberian modal awal usaha mendapat modal usaha KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
Modal Awal Usaha PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
01.05.02.02 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah UMKM yang didampingi 5 11.000 UMKM 16.226,5 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Pendampingan UMKM pendampingan UMKM untuk mengakses kredit/pembiayaan KECIL DAN MENENGAH
untuk Mengakses Kredit mengakses kredit
01.05.02.03 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah UMKM yang 5 150 UMKM 2.125,8 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Pengembangan Skema pengembangan skema dikembangkan skema KECIL DAN MENENGAH
Pembiayaan bagi Wirausaha dan  pembiayaan bagi wirausaha dan pembiayaannya
UMKM UMKM
01.05.03 01 - Meningkatnya kapasitas, 01 - Jumlah koperasi modern yang 5 340 unit (kumulatif) 44.179,8
KP: Peningkatan Kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi dikembangkan
Jangkauan, dan Inovasi
Koperasi
01.05.03.01 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah pengurus dan pengelola 1,5 5.000 orang 19.700,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

PRO-P: Peningkatan Kapasitas
Pengurus dan Manajer Koperasi

kapasitas bagi koperasi

koperasi yang ditingkatkan
kapasitasnya

KECIL DAN MENENGAH

SK No 081519 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::;::l) Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden

01.05.03.02 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah orang/masyarakat yang 1,5 1.600 kelompok 7.850,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Pendampingan pendampingan kepada didampingi membentuk koperasi masyarakat/koperasi KECIL DAN MENENGAH
Kelompok untuk Membentuk masyarakat untuk membentuk
Koperasi koperasi
01.05.03.03 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah koperasi yang 5 470 koperasi 16.200,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Pengembangan pengembangan jangkauan dan dikembangkan jangkauan dan KECIL DAN MENENGAH
Jangkauan dan Cakupan Usaha cakupan usaha kepada koperasi cakupan usahanya
01.05.03.04 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah koperasi yang 5 210 koperasi 429,8 KEMENTERIAN KOPERAS! DAN USAHA
PRO-P: Pengembangan Inovasi pengembangan inovasi kepada dikembangkan untuk berinovasi KECIL DAN MENENGAH
Koperasi koperasi
01.05.04 01 - Meningkatnya penciptaan 01 - Proporsi nilai tambah IKM 5 19,6 % 1.006.843,3
KP: Peningkatan Penciptaan start-up dan peluang usaha terhadap total nilai tambah industri
Start-Up dan Peluang Usaha

02 - Penumbuhan start-up 5 2.800 start-up (kumulatif)

03 - Jumlah wirausaha baru 5 12.000 WUB

industri kecil yang tumbuh
01.05.04.01 01 - Terlaksananya pelatihan 01 - Jumlah wirausaha yang dilatih 1,5 42.000 orang 447.739,1 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Pelatihan kepada wirausaha atau calon KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
Kewirausahaan wirausaha PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (BP2MI), KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SK No 081520 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l:;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.05.04.02 01 - Terlaksananya inkubasi 01 - Jumlah wirausaha yang 1,5 4.900 wirausaha/ start- 39.700,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Inkubasi Usaha kepada wirausaha diinkubasi up/UMKM KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
01.05.04.03 01 - Terlaksananya layanan 01 - Jumlah UMKM yang mendapat 5 247 UMKM 501.104,1 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Penguatan Kapasitas pengembangan Usaha kepada layanan usaha KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
Layanan Usaha UMKM DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

01.05.04.04 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah sentra industri kecil 5 38 sentra IKM (kumulatif) 10.500,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Pengembangan Sentra pengembangan sentra industri dan menengah (IKM) di luar Jawa KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Industri Kecil dan Menengah kecil dan menengah yang beroperasi
01.05.04.05 01 - Meningkatnya jumlah 01 - Jumlah wirausaha mapan yang 1,5 150 orang 7.800,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Pembinaan Wirausaha wirausaha mapan terbentuk KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
Mapan PERDAGANGAN

02 - Meningkatnya jumlah 01 - Jumlah wirausaha mapan yang 1,5 330 UMKM

wirausaha mapan yang mendapatkan dukungan akses pasar

memperoleh dukungan akses

pasar
01.05.05 01 - Meningkatnya nilai tambah 01 - Kontribusi usaha sosial 5 2,3 % 31.700,0
KP: Peningkatan Nilai Tambah usaha sosial
Usaha Sosial
01.05.05.01 01 - Terlaksananya pembinaan 01 - Jumlah lembaga yang membina 5 38 lembaga 19.200,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA

PRO-P: Pembinaan Wirausaha
Sosial

wirausaha sosial

wirausaha sosial

KECIL DAN MENENGAH

SK No 081521 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:;l;;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.05.05.02 01 - Meningkatnya jumlah 01 - Jumlah usaha yang dibina 1,5 11.500 orang/wirausaha 12.500,0 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
PRO-P: Pembinaan Usaha usaha yang memiliki dampak KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
Berdampak Sosial dan sosial atau dampak lingkungan LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
Lingkungan KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

01.06 01 - Meningkatnya nilai tambah, 01 - Pertumbuhan PDB industri 5 5,50—6,08 % 5.552.755,8
PP: Peningkatan Nilai Tambah, lapangan kerja, dan investasi di pengolahan nonmigas
Lapangan Kerja, dan Investasi di ~ sektor riil, dan industrialisasi
Sektor Riil, dan Industrialisasi 02 - Kontribusi PDB industri 5 18,80 %

pengolahan nonmigas

03 - Nilai tambah ekonomi kreatif 5 1.279,0 triliun rupiah

04 - Jumlah tenaga kerja industri 5 21,70 juta orang

pengolahan

0S5 - Kontribusi tenaga kerja di 5 15,50 %

sektor industri terhadap total

pekerja

06 - Jumlah tenaga kerja pariwisata 5 14,85 juta orang

07 - Jumlah tenaga kerja ekonomi 5 20,68 juta orang

kreatif

08 - Nilai realisasi PMA dan PMDN 5 1.250—1.400 triliun rupiah

09 - Nilai realisasi PMA dan PMDN 5 483,9 triliun rupiah

industri pengolahan

-AlL21 -
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PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:t;i:l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
10 - Pertumbuhan PDB pertanian, 5 3,60—3,80 %
peternakan, perburuan dan jasa
pertanian
01.06.01 01 - Meningkatnya industri 01 - Pertumbuhan PDB perkebunan 5 5,00 % 2.658.305,0
KP: Peningkatan Industri pengolahan berbasis pertanian,
Pengolahan Berbasis Pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang 02 - Pertumbuhan PDB hortikultura 5 599
Kemaritiman, dan Non Agro yang terintegrasi hulu-hilir
int 1H -Hili
Terintegrasi Hulu-Hilir 03 - Pertumbuhan PDB subsektor 5 6,30—6,85 %
industri makanan dan minuman
01.06.01.01 01 - Terlaksananya 01 - Peningkatan produksi kakao 5 2,6 % 1.488.014,7 KEMENTERIAN DALAM NEGER]I,
PRO-P: Pengembangan Industri pengembangan industri berbasis KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
Berbasis Perkebunan perkebunan 02 - Peningkatan produksi kopi 5 1.50 % PERINDUSTR]AN, KEMENTERIAN
’ KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
03 - Peningkatan produksi kelapa 5 6,00 %
sawit
04 - Peningkatan produksi kelapa 5 0,9 %
0S5 - Peningkatan produksi karet 5 1,9 %
06 - Peningkatan produksi sagu 5 4,9 %
07 - Peningkatan produksi tebu 5 1,5 %
08 - Peningkatan produksi lada 5 0,1 %
09 - Peningkatan produksi pala 5 0,1 %

SK No 081523 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::;i;p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden

01.06.02.01 01 - Terlaksananya 01 - Pertumbuhan PDB industri 5 6,40—7,50 % 31.570,3 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Pengembangan Kawasan pengembangan kawasan industri  logam dasar KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
Industri dan Smelter secara dan smelter secara terintegrasi DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA
Terintegrasi DAN TATA RUANG/BPN
01.06.02.02 01 - Terlaksananya pemanfaatan 01 - Indeks pasokan mineral untuk 5 78,86 % 6.650,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Pemanfaatan Mineral mineral dan batu bara untuk peningkatan nilai tambah dalam KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
dan Batubara untuk peningkatan nilai tambah negeri DAYA MINERAL
Peningkatan Nilai Tambah

02 - Rasio pemanfaatan batu bara 5 50 %

untuk peningkatan nilai tambah

batu bara
01.06.03 01 - Meningkatnya daya saing 01 - Destinasi pariwisata prioritas 5 10 destinasi 1.922.326,6
KP: Peningkatan Daya Saing destinasi dan industri yang dipercepat pengembangannya
Destinasi dan Industri pariwisata, termasuk wisata
Pengolahan Pariwisata, alam, yang didukung penguatan 02 - Revitalisasi destinasi Bali 5 1 destinasi
Termasuk Wisata Alam, yang rantai pasok
Didukung Penguatan Rantai 03 - Destinasi wisata alam 5 25 unit
Pasok berkelanjutan berbasiskan kawasan

hutan prioritas

04 - Destinasi wisata berbasis 5 16 destinasi

geopark

05 - Destinasi wisata bahari 5 6 destinasi
01.06.03.01 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah destinasi wisata alam 5 25 destinasi 61.955,8 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

PRO-P: Pengembangan 25
Kawasan Hutan untuk
Mendukung Destinasi Pariwisata
Prioritas

pengembangan 25 kawasan
hutan untuk mendukung
destinasi pariwisata prioritas

prioritas

KEHUTANAN

SK No 081525 C
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REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:l;;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.06.03.02 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah destinasi pariwisata 5 10 destinasi 1.748.067,4 KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
PRO-P: Peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan yang ditingkatkan aksesibilitasnya, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
Aksesibilitas, Amenitas, dan atraksi serta daya dukung amenitas, atraksi, serta daya PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
Atraksi, serta Daya Dukung destinasi pariwisata dukungnya PARIWISATA DAN EKONOMI
Destinasi Pariwisata KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI, KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA, KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
01.06.03.03 01 - Terlaksananya penguatan 01 - Jumlah penguatan rantai pasok 5 13 destinasi/ provinsi 17.000,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Penguatan Rantai Pasok rantai pasok industri dan industri dan kapasitas masyarakat, KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Industri dan Kapasitas kapasitas masyarakat, termasuk  termasuk melalui desa wisata EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA,
Masyarakat, termasuk Melalui melalui desa wisata PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
Desa Wisata TRANSMIGRASI
01.06.03.04 01 - Terlaksananya pengelolaan 01 - Jumlah pengelolaan dan 5 3 destinasi 33.099,4 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Pengelolaan dan Standar  dan standar layanan destinasi standar layanan destinasi pariwisata KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Layanan Destinasi Pariwisata pariwisata EKONOMI KREATIF
01.06.03.05 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah koordinasi 5 1 kegiatan 62.204,0 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER

PRO-P: Pengembangan 16
Destinasi Pariwisata Geopark

pengembangan 16 geopark
untuk mendukung destinasi
pariwisata prioritas

pengembangan geopark

DAYA MINERAL, BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS,
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

SK No 081526 C
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PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:;‘;:i:l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.06.04 01 - Meningkatnya nilai tambah 01 - Pertumbuhan PDB ekonomi 5 5,4—5,9 % 148.758,1
KP: Peningkatan Nilai Tambah dan daya saing produk dan kreatif
dan Daya Saing Produk dan usaha kreatif dan digital
Usaha Kreatif dan Digital 02 - Pertumbuhan PDB informasi 5 7 %
dan komunikasi
01.06.04.01 01 - Terlaksananya penyediaan 01 - Jumlah skema insentif inovasi 4 2 skema 59.446,4 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Penyediaan Insentif insentif inovasi dan dan pengembangan brand KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Inovasi dan Pengembangan pengembangan brand EKONOMI KREATIF
Brand
01.06.04.02 01 - Terlaksananya penyediaan 01 - Jumlah penyediaan insentif S 1.500 kegiatan 5.000,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Penyediaan Insentif insentif penerapan dan penerapan dan komersialisasi HKI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Penerapan dan Komersialisasi komersialisasi HKI EKONOMI KREATIF
HKI
01.06.04.03 01 - Terlaksananya fasilitasi 01 - Jumlah fasilitasi rantai pasok 5 200 kerja sama 6.000,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Fasilitasi Rantai Pasok rantai pasok dan scale-up karya dan scale-up karya dan platform KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
dan Scale-up Karya dan Platform  dan platform kreatif unggulan kreatif unggulan EKONOMI KREATIF
Kreatif Unggulan
01.06.04.04 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah kerja sama 5 5 kawasan 40.250,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Peningkatan Kerja Sama kerja sama pengembangan kota pengembangan kota kreatif KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Pengembangan Kota Kreatif kreatif EKONOMI KREATIF
01.06.04.05 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah ’Start-Up Parks’ dan 5 1 kerja sama 10.000,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

PRO-P: Pengembangan ’Start-Up
Parks’ dan Center of Excellence

pengembangan 'Start-Up Parks’
dan Center of Excellence

Center of Excellence yang
dikembangkan

KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN

SK No 081527 C
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REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
terhadap
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator Arahan Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.06.04.06 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah pengembangan 5 184 kegiatan 27.311,7 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Pengembangan pengembangan pendampingan pendampingan dan inkubasi di KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Pendampingan dan Inkubasi di dan inkubasi di ruang kreatif ruang kreatif EKONOMI KREATIF
Ruang Kreatif
01.06.04.07 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah kawasan Be Creative 5 1 kegiatan 750,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Pengembangan Kawasan  pengembangan kawasan Be District (BCD) yang dikembangkan KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Be Creative District (BCD) Creative District (BCD) EKONOMI KREATIF
01.06.05 01 - Terlaksananya perbaikan 01 - Kontribusi PMDN terhadap total 5 48,9 % 779.895,8
KP: Perbaikan Iklim Usaha dan iklim usaha dan peningkatan realisasi PMA dan PMDN
Peningkatan Investasi, termasuk  investasi, termasuk reformasi
Reformasi Ketenagakerjaan ketenagakerjaan 02 - Kontribusi realisasi investasi 5 48,5 %
luar Jawa
01.06.05.01 01 - Terlaksananya kepastian 01 - Jumlah usulan perubahan 5 1 usulan rekomendasi 54.225,4 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
PRO-P: Kepastian Hukum hukum berusaha dan investasi regulasi/peraturan yang KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
Berusaha dan Investasi menghambat investasi KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
01.06.05.02 01 - Terlaksananya fasilitasi 01 - Jumlah perusahaan yang 5 115 perusahaan 140.993,8 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
PRO-P: Fasilitasi Kemudahan kemudahan usaha dan investasi  difasilitasi penyelesaian masalah KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
Usaha dan Investasi penanaman modal di wilayah LII,III, KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
IV, dan V KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN, KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KOMISI
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
-AL27 -

SK No 081528 C






PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
terhadap
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator Arahan Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.07.01 01 - Meningkatnya diversifikasi, 01 - Nilai ekspor industri pengolahan 5 170,9 miliar US$ 2.421.804,8
KP: Peningkatan Diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing
Nilai Tambah, dan Daya Saing produk ekspor dan jasa 02 - Kontribusi ekspor industri 5 759
Produk Ekspor dan Jasa
pengolahan
03 - Kontribusi ekspor produk 5 12,5 %
industri berteknologi tinggi
(komputer, instrumen ilmiah, mesin
listrik, dirgantara)
04 - Ekspor hasil pertanian (fob) 5 4,7 miliar US$
05 - Pertumbuhan ekspor pertanian 5 9,0-10,0 %
06 - Nilai ekspor produk industri S 10 miliar US$
kehutanan .
07 - Rasio ekspor jasa terhadap PDB 5 1,7—1,8 %
08 - Nilai ekspor produk rempah- 5 1.785,84 juta US$
rempah
01.07.01.01 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah perusahaan yang 5 60 perusahaan 3.775,3 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan difasilitasi bantuan permesinan KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Diversifikasi Produk Ekspor dan jasa
Jasa
- AL29 -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l;;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.07.01.02 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah produk ekspor yang 5 175 produk 52.934,3 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Peningkatan Nilai nilai tambah produk ekspor dan diberikan fasilitasi pengembangan KEMENTERIAN PERDAGANGAN,
Tambah Produk Ekspor dan jasa produk KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jasa
01.07.01.03 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah restoran Indonesia di 5 3.000 unit 2.365.095,2 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Perluasan Ekspor nilai tambah produk ekspor dan luar negeri KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Gastronomi Indonesia Spice Up jasa EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DESA,
The World PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH,
KEMENTERIAN PERTANIAN, KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN, BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN, KEMENTERIAN
PERDAGANGAN, KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN
KESEHATAN, KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
01.07.02 01 - Meningkatnya akses dan 01 - Jumlah negara tujuan ekspor 5 222 negara 176.467,9
KP: Peningkatan Akses dan pendalaman pasar ekspor
Pendalaman Pasar Ekspor 02 - Pangsa pasar ekspor produk 5 2,3 %
Indonesia di kawasan Afrika,
Amerika Selatan, dan Eropa Timur
03 - Pangsa pasar ekspor produk 5 3,90 %
Indonesia di pasar tradisional
- A.L.30 -
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PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::;::l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.07.02.01 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah kegiatan promosi, 5 51 kegiatan promosi 120.230,7 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Peningkatan Pangsa pangsa pasar produk Indonesia pencitraan dan misi dagang KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
Pasar Produk Indonesia KECIL DAN MENENGAH, KEMENTERIAN
PERDAGANGAN, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
01.07.02.02 01 - Terlaksananya fasilitasi 01 - Jumlah pelaku usaha yang 5 1.009.200 badan usaha 15.672,0 KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN
PRO-P: Fasilitasi Ekspor ekspor mendapatkan fasilitasi ekspor PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
(pelayanan ekspor-impor melalui KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
INATRADE, pelayanan SKA, dan
fasilitasi pembiayaan perdagangan)
01.07.02.03 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Nilai ekspor produk industri 5 46,81 miliar US$ 40.565,2 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Peningkatan Daya Saing daya saing industri guna sektor ILMATE KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Industri Guna Mendorong mendorong peningkatan ekspor EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
Peningkatan Ekspor 02 - Nilai ekspor produk industri 5 62,61 miliar US$ PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN
sektor agro KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
03 - Nilai ekspor produk industri 5 38,85 miliar US$
IKFT
04 - Nilai ekspor produk industri 5 12,36 miliar US$
aneka
01.07.03 01 - Meningkatnya pengelolaan 01 - Tingkat Kandungan Dalam 5 52,0 % 31.283,2
KP: Pengelolaan Impor impor Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)
01.07.03.01 01 - Terlaksananya penguatan 01 - Jumlah pengawasan post border 5 3.162 produk 31.283,2 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Penguatan Kebijakan kebijakan perlindungan akses KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Perlindungan Akses Pasar Dalam  pasar dalam negeri
Negeri
-AL31 -
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Presiden
01.07.04 01 - Meningkatnya kandungan 01 - Produk tersertifikasi TKDN > 5 7.640 produk (kumulatif) 137.911,9
KP: Peningkatan Kandungan dan penggunaan produk dalam 25% yang masih berlaku
dan Penggunaan Produk Dalam negeri termasuk melalui
Negeri termasuk Melalui pengadaan pemerintah yang
Pengadaan Pemerintah yang efektif
Efektif
01.07.04.01 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah kontrak katalog 5 50 katalog 137.911,9 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Pengembangan Sistem pengembangan sistem katalog lokal/sektoral KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
Katalog DAYA MINERAL, LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)
01.07.05 01 - Meningkatnya partisipasi 01 - Jumlah kesepakatan industri 5 2 kesepakatan 113.000,0
KP: Peningkatan Partisipasi dalam jaringan produksi global dalam jaringan produksi global
dalam Jaringan Produksi Global
01.07.05.01 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah perusahaan yang 5 25 badan usaha 113.000,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PRO-P: Peningkatan Investasi investasi (inbound dan outbond) difasilitasi kemitraan dalam global
(Inbound & Outbound) Industri industri GPN berbasis hilirisasi value chain
GPN Berbasis Hilirisasi SDA, SDA teknologi tinggi
Teknologi Tinggi
01.07.06 01 - Meningkatnya citra dan 01 - Jumlah branding Wonderful 5 10 destinasi branding 151.680,3
KP: Peningkatan Citra dan diversifikasi pemasaran, Indonesia
Diversifikasi Pemasaran destinasi pariwisata prioritas
Destinasi Pariwisata Prioritas dan destinasi branding, dan 02 - Nilai ekspor ekonomi kreatif 5 26,46 miliar US$
dan Destinasi Branding, dan produk kreatif
Produk Kreatif 03 - Jumlah warisan budaya yang 5 2 lokasi
diregenerasi (cultural heritage
regeneration)
-AlL32 -
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REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t;;l;::l:p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.07.07.02 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Jumlah kesepakatan dan 5 145 dokumen 117.085,8 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P: Peningkatan Jumlah kesepakatan dan penyelesaian perjanjian perdagangan yang diikuti kesepakatan/perundingan
Kesepakatan dan Penyelesaian proses ratifikasi kerja sama
Proses Ratifikasi Kerja Sama ekonomi internasional
Ekonomi Internasional
01.07.07.03 01 - Terlaksananya promosi 01 - Jumlah promosi terintegrasi 5 9 pameran 27.309,8 KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
PRO-P: Promosi Terintegrasi terintegrasi KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
01.08 01 - Menguatnya pilar 01 - Kontribusi sektor jasa 5 4,53—4,57 % 4.225.715,7
PP: Penguatan Pilar pertumbuhan dan daya saing keuangan/PDB
Pertumbuhan dan Daya Saing ekonomi
Ekonomi 02 - Skor logistic performance index 5 3,4 skor
03 - Rasio M2/PDB 5 48,3—49,4 %
04 - Peringkat travel and tourism 5 35—39 peringkat
competitiveness index
05 - Pembaruan sistem inti 5 96 %
administrasi perpajakan (core tax
administration system)
06 - Imbal hasil (yield) surat 5 menurun %
berharga negara
07 - Rasio TKDD yang berbasis 5 31,94 %
kinerja terhadap TKDD meningkat
-AL34 -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:l;:::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden

08 - Penyediaan data ekonomi dan 5 8 database

sosial yang berkualitas
01.08.01 01 - Meningkatnya pendalaman 01 - Rasio kredit/PDB 5 33,3—34,0 % 1.308,1
KP: Peningkatan Pendalaman sektor keuangan
Sektor Keuangan 02 - Jumlah mesin ATM per 100.000 5 57,1 unit

penduduk dewasa

03 - Jumlah kantor layanan bank 5 15,3 unit

per 100.000 penduduk dewasa

04 - Skema pembiayaan berbasis 5 1 skema

HKI
01.08.01.01 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Indeks inklusi keuangan 5 88 % 408,1 KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN
PRO-P: Peningkatan Inklusi inklusi keuangan, inovasi sektor PARIWISATA DAN EKONOMI
Keuangan, Inovasi Sektor keuangan, dengan menjaga KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Keuangan, dengan Menjaga stabilitas dan integritas sistem EKONOMI KREATIF
Stabilitas dan Integritas Sistem keuangan
Keuangan
01.08.01.02 01 - Terlaksananya peningkatan 01 - Turnover rasio SBN 5 5,11 % 900,0 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P: Peningkatan pengembangan dan pendalaman
Pengembangan dan Pendalaman pasar keuangan pemerintah
Pasar Keuangan Pemerintah
01.08.02 01 - Meningkatnya optimalisasi 01 - Kontribusi ekonomi digital 5 6,00 % 125.935,8
KP: Optimalisasi Pemanfaatan pemanfaatan teknologi digital
Ze(l)mologl Digital dan Industri dan industri 4.0 02 - Nilai transaksi e-commerce 5 843,4 triliun rupiah

- AL35 -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:::;i:l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
01.08.02.01 01 - Jumlah fasilitator edukasi 01 - Jumlah fasilitator edukasi 5 200 orang 87.065,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Penguatan Industri perdagangan melalui sistem perdagangan melalui sistem KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
Fintech, e-Commerce, On-Demand  elektronik yang mendapat elektronik yang mendapat pelatihan PERIKANAN, KEMENTERIAN
Service, dan Internet Of Things pelatihan (fasilitator) (fasilitator) PERDAGANGAN, KEMENTERIAN
KEUANGAN
01.08.02.02 01 - Terlaksananya modernisasi 01 - Jumlah perusahaan dengan 5 52 perusahaan 38.870,8 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Modernisasi Industri industri hingga 4.0 sesuai nilai Indonesia Industry 4.0 KEMENTERIAN KEUANGAN
Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik karakteristik industri Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0
Industri
01.08.03 01 - Meningkatnya sistem 01 - Skor logistic performance index 5 3,4 251.307,0
KP: Peningkatan Sistem Logistik  logistik dan stabilitas harga - -
dan Stabilitas Harga 02 - Tingkat inflasi 5 2,0—4,0%
01.08.03.01 01 - Terlaksananya 01 - Jumlah sarana prasarana 5 87 unit 233.307,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Pembangunan Sarana pembangunan sarana dan pendukung efisiensi distribusi yang KEMENTERIAN PERDAGANGAN
dan Prasarana Pendukung prasarana pendukung efisiensi dibangun
Efisiensi Sistem Logistik sistem logistik
01.08.03.02 01 - Terjaganya inflasi pangan 01 - Tingkat inflasi pangan 5 5,9 % 18.000,0 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PRO-P: Pengendalian Inflasi bergejolak bergejolak
01.08.04 01 - Meningkatnya penerapan 01 - Efisiensi perusahaan industri 5 6 % 79.186,0
KP: Peningkatan Penerapan praktik berkelanjutan di industri  yang menerapkan prinsip industri
Praktik Berkelanjutan di pengolahan dan pariwisata hijau
Industri Pengolahan dan
Pariwisata 02 - Jumlah lokasi penerapan 5 11 lokasi
sustainable tourism development

01.08.04.01 01 - Jumlah destinasi dengan 01 - Jumlah destinasi dengan 5 11 destinasi 60.186,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

PRO-P: Penerapan Standar
Pariwisata Berkelanjutan

penerapan standar pariwisata
berkelanjutan (destinasi)

penerapan standar pariwisata
berkelanjutan (destinasi)

KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

SK No 081537 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::_:;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
03 - Persentase penduduk miskin 1 8,2—8,6 %
Wilayah Sumatera
02.01.01 01 - Berkembangnya kawasan 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 2.810.330,5
KP: Pengembangan Kawasan strategis kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB)
Strategis terhadap wilayah
02 - Jumlah kawasan pusat 5 17 kawasan
pertumbuhan yang difasilitasi dan
dikembangkan
03 - Destinasi Pariwisata Prioritas 5 2 jumlah destinasi
(DPP)
04 - Destinasi pariwisata 5 2 jumlah destinasi
pengembangan dan revitalisasi
05 - KEK berbasis pariwisata dan 5 6 kawasan
industri
06 - KI prioritas dan KI 5 5 jumlah KI
pengembangan
07 - Kawasan Perdagangan Bebas 5 2 jumlah kawasan
dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)
02.01.01.01 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 58.996,6 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

PRO-P: Percepatan Peningkatan
Investasi KEK Arun
Lhokseumawe

peningkatan investasi KEK Arun
Lhokseumawe

kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB)
terhadap pertumbuhan investasi
Provinsi Aceh

KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

SK No 081541 C
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REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:::;::l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.01.02 01 - Terlaksananya fasilitasi 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 1.402.655,3 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Fasilitasi Realisasi realisasi investasi dan kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) KEMENTERIAN ENERG]I DAN SUMBER
Investasi dan Pembangunan pembangunan KI/KEK Sei terhadap pertumbuhan investasi DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA
KI/KEK Sei Mangkei Mangkei Provinsi Sumatera Utara DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN, KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL, KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT
02.01.01.03 01 - Terlaksananya perbaikan 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 982.988,3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas, aksesibilitas, atraksi dan kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
Atraksi dan Amenitas Destinasi amenitas destinasi pariwisata terhadap pertumbuhan investasi PARIWISATA DAN EKONOMI
Pariwisata Prioritas Danau Toba prioritas Danau Toba dan Provinsi Sumatera Utara KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
dan sekitarnya sekitarnya EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM
NEGERI, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
02.01.01.04 01 - Terlaksananya 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 0,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Pembangunan Destinasi pembangunan destinasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Pariwisata Pengembangan pariwisata pengembangan terhadap pertumbuhan investasi EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM
Padang-Bukittinggi Padang-Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat NEGERI
02.01.01.05 01 - Terlaksananya perbaikan 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 0,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI

PRO-P: Perbaikan Aksesibilitas,
Atraksi dan Amenitas Destinasi
Pariwisata Prioritas Bangka
Belitung/KEK Tanjung Kelayang

aksesibilitas, atraksi dan
amenitas destinasi pariwisata
prioritas Bangka Belitung/KEK
Tanjung Kelayang

kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB)
terhadap pertumbuhan investasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT, KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL
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PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator Arahan Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.01.06 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 340.294,3 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PRO-P: Percepatan Peningkatan peningkatan investasi KPBPB kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
Investasi KPBPB Batam, Bintan, Batam, Bintan, dan Karimun terhadap pertumbuhan investasi BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
dan Karimun Provinsi Kepulauan Riau
02.01.01.07 01 - Terlaksananya fasilitasi 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 2.619,2 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Fasilitasi Realisasi realisasi investasi dan kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
Investasi dan Pembangunan pembangunan KI/KEK Galang terhadap pertumbuhan investasi DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA
KI/KEK Galang Batang Batang Provinsi Kepulauan Riau DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
INVESTASI/BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
02.01.01.08 01 - Terlaksananya 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 10.100,0 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
PRO-P: Pembangunan Destinasi pembangunan destinasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN
Pariwisata Pengembangan pariwisata pengembangan terhadap pertumbuhan investasi EKONOMI KREATIF, KEMENTERIAN DALAM
Batam Bintan Batam Bintan Provinsi Kepulauan Riau NEGERI, KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
02.01.01.10 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Rasio pertumbuhan investasi 5 >1 0,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,
PRO-P: Fasilitasi Realisasi peningkatan investasi KI Bintan kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
Investasi dan Pembangunan KI Aerospace terhadap pertumbuhan investasi DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA
Bintan Aerospace Provinsi Kepulauan Riau DAN TATA RUANG/BPN
02.01.01.11 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Rasio pertumbuhan investasi S5 >1 0,0 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN,

PRO-P: Fasilitasi Realisasi
Investasi dan Pembangunan KI
Sadai

peningkatan investasi Kl Sadai

kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB)
terhadap pertumbuhan investasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL, KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081543 C
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Presiden
03 - Persentase peningkatan 5 1—2 %
produksi komoditas unggulan per
tahun - kelapa
04 - Persentase peningkatan 5 2—3 %
produksi komoditas unggulan per
tahun - karet
05 - Persentase peningkatan 5 2—4 %
produksi komoditas unggulan per
tahun - perikanan tangkap
06 - Persentase peningkatan 5 4—6 %
produksi komoditas unggulan per
tahun - perikanan budidaya
07 - Persentase peningkatan 5 1—2 %
produksi komoditas unggulan per
tahun - lada
08 - Persentase peningkatan 5 2—4 %
produksi komoditas unggulan per
tahun - pala
09 - Persentase peningkatan 5 4—6 %
produksi komoditas unggulan per
tahun - kelapa sawit
- AlLG -
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Dukungan
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Presiden

02.01.02.10 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—3 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Karet di unggulan karet tahun Provinsi Sumatera Utara -
Provinsi Sumatera Utara karet
02.01.02.11 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—4 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kopi di unggulan kopi tahun Provinsi Sumatera Utara -
Provinsi Sumatera Utara kopi
02.01.02.15 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 23—25% 4.472,5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per PERIKANAN
Komoditas Unggulan Perikanan unggulan perikanan budidaya tahun Provinsi Sumatera Utara -
Budidaya di Provinsi Sumatera perikanan budidaya
Utara
02.01.02.17 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—4 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kopi di unggulan kopi tahun Provinsi Sumatera Barat -
Provinsi Sumatera Barat kopi
02.01.02.22 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 1—2 % 520,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per PERIKANAN
Komoditas Unggulan Perikanan unggulan perikanan budidaya tahun Provinsi Sumatera Barat -
Budidaya di Provinsi Sumatera perikanan budidaya
Barat
02.01.02.24 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—3 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN

PRO-P: Pengembangan
Komoditas Unggulan Karet di
Provinsi Riau

pengembangan komoditas
unggulan karet

produksi komoditas unggulan per
tahun Provinsi Riau - karet

SK No 081547 C
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Presiden
02.01.02.25 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—3 % 5.172,3 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kelapa di unggulan kelapa tahun Provinsi Riau - kelapa
Provinsi Riau
02.01.02.27 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 5—7 % 4.472,5 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per PERIKANAN
Komoditas Unggulan Perikanan unggulan perikanan budidaya tahun Provinsi Riau - perikanan
Budidaya di Provinsi Riau budidaya
02.01.02.31 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—3% 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Karet di unggulan karet tahun Provinsi Jambi - karet
Provinsi Jambi
02.01.02.33 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 4—6 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kopi di unggulan kopi tahun Provinsi Jambi - kopi
Provinsi Jambi
02.01.02.35 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 1—3 % 7.027,1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per PERIKANAN
Komoditas Unggulan Perikanan unggulan perikanan budidaya tahun Provinsi Jambi - perikanan
Budidaya di Provinsi Jambi budidaya
02.01.02.37 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 4—6 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Karet di unggulan karet tahun Provinsi Sumatera Selatan -
Provinsi Sumatera Selatan karet
-AILO -
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02.01.02.38 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 5—7% 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Tebu di unggulan tebu tahun Provinsi Sumatera Selatan -
Provinsi Sumatera Selatan tebu
02.01.02.42 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 4—6 % 4.675,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per PERIKANAN
Komoditas Unggulan Perikanan unggulan perikanan budidaya tahun Provinsi Sumatera Selatan -
Budidaya di Provinsi Sumatera perikanan budidaya
Selatan
02.01.02.49 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 1—2 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kopi di unggulan kopi tahun Provinsi Lampung - kopi
Provinsi Lampung
02.01.02.50 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 5—7 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Karet di unggulan karet tahun Provinsi Lampung - karet
Provinsi Lampung
02.01.02.53 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—5% 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Tebu di unggulan tebu tahun Provinsi Lampung - tebu
Provinsi Lampung
02.01.02.54 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 1—2 % 0,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per PERIKANAN
Komoditas Unggulan Perikanan unggulan perikanan tangkap tahun Provinsi Lampung - perikanan ‘
Tangkap di Provinsi Lampung tangkap
- AIL10 -

SK No 081549 C



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:l;;::l, Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.02.55 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan ) 5—7% 17.779,3 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per PERIKANAN
Komoditas Unggulan Perikanan unggulan perikanan budidaya tahun Provinsi Lampung - perikanan
Budidaya di Provinsi Lampung budidaya
02.01.02.56 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—3% 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Lada, Pala, unggulan lada, pala, cengkeh tahun Provinsi Kepulauan Bangka
Cengkeh di Provinsi Kepulauan Belitung - lada
Bangka Belitung
02.01.02.63 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan S5 4—6 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kopi di unggulan kopi tahun Provinsi Riau - kopi
Provinsi Riau
02.01.02.64 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 3—5 % 0,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kopi di unggulan kopi tahun Provinsi Sumatera Selatan -
Provinsi Sumatera Selatan kopi
02.01.02.65 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 1—2 % 379,0 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kelapa di unggulan kelapa tahun Provinsi Aceh - kelapa
Provinsi Aceh
02.01.02.66 01 - Terlaksananya 01 - Persentase peningkatan 5 2—3% 598,1 KEMENTERIAN PERTANIAN
PRO-P: Pengembangan pengembangan komoditas produksi komoditas unggulan per
Komoditas Unggulan Kelapa di unggulan kelapa tahun Provinsi Sumatera Utara -
Provinsi Sumatera Utara kelapa
-AIL1L -
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
. terhadap
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator Arahan Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
11 - Skor Indeks Kota 5 49,54
Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi
(angka perhitungan sementara)
12 - Skor Indeks Kota 5 59,78
Berkelanjutan/IKB Kota Dumai
(angka perhitungan sementara)
13 - Skor Indeks Kota 5 63,08
Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru
(angka perhitungan sementara)
14 - Skor Indeks Kota 5 44,62
Berkelanjutan/IKB Kota Jambi
(angka perhitungan sementara)
15 - Skor Indeks Kota 5 49,79
Berkelanjutan/IKB WM Palembang
(angka perhitungan sementara)
16 - Skor Indeks Kota 5 50,33
Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih
(angka perhitungan sementara)
17 - Skor Indeks Kota 5 56,81

Berkelanjutan/IKB Kota
Lubuklinggau (angka perhitungan
sementara)

SK No 081554 C
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l;;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
18 - Skor Indeks Kota 5 46,76
Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu
(angka perhitungan sementara)
19 - Skor Indeks Kota 5 46,7
Berkelanjutan/IKB Kota Bandar
Lampung (angka perhitungan
sementara)
20 - Skor Indeks Kota 5 47,6
Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal
Pinang (angka perhitungan
sementara)
21 - Skor Indeks Kota 5 48,82
Berkelanjutan/IKB Kota
Tanjungpinang (angka perhitungan
sementara)
22 - Skor Indeks Kota 5 52,5
Berkelanjutan/IKB Kota Batam
(angka perhitungan sementara)
02 - Berkembangnya kota besar, 01 - Jumlah kota besar, sedang, 5 20 kota
kota sedang, kota kecil sebagai kecil yang dikembangkan sebagai
PKN/PKW PKN/PKW
03 - Terlaksananya penyelesaian 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang 5 1 WM

RTR untuk WM di luar Jawa

direncanakan

SK No 081555 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::::::" Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.03.06 01 - Berkembangnya kota besar, 01 - Jumlah kota besar, sedang, 5 1 kota 1.334,9 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PRO-P: Pengembangan Kota kota sedang, kota kecil sebagai kecil yang dikembangkan sebagai PERUMAHAN RAKYAT
Besar, Kota Sedang, Kota Kecil PKN/PKW PKN/PKW
di Provinsi Lampung
02.01.03.07 01 - Berkembangnya kota besar, 01 - Jumlah kota besar, sedang, 5 2 kota 383.166,7 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PRO-P: Pengembangan Kota kota sedang, kota kecil sebagai kecil yang dikembangkan sebagai PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
Besar, Kota Sedang, Kota Kecil PKN/PKW PKN/PKW PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
di Provinsi Riau RAKYAT (KPBU)
02.01.03.08 01 - Berkembangnya kota besar, 01 - Jumlah kota besar, sedang, 5 3 kota 158.804,1 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PRO-P: Pengembangan Kota kota sedang, kota kecil sebagai kecil yang dikembangkan sebagai
Besar, Kota Sedang, Kota Kecil PKN/PKW PKN/PKW
di Provinsi Sumatera Barat
02.01.03.09 01 - Berkembangnya kota besar, 01 - Jumlah kota besar, sedang, 5 1 kota 5.144,9 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
PRO-P: Pengembangan Kota kota sedang, kota kecil sebagai kecil yang dikembangkan sebagai DAYA MINERAL
Besar, Kota Sedang, Kota Kecil PKN/PKW PKN/PKW
di Provinsi Sumatera Selatan
02.01.03.10 01 - Berkembangnya kota besar, 01 - Jumlah kota besar, sedang, 5 3 kota 5.185,5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
PRO-P: Pengembangan Kota kota sedang, kota kecil sebagai kecil yang dikembangkan sebagai DAYA MINERAL
Besar, Kota Sedang, Kota Kecil PKN/PKW PKN/PKW
di Provinsi Sumatera Utara
02.01.03.11 01 - Berkembangnya wilayah 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang S 1 WM 1.083.659,8 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PRO-P: Pengembangan Wilayah
Metropolitan di Provinsi
Sumatera Utara

metropolitan di luar Jawa

direncanakan

PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

SK No 081557 C
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REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t;::;::? Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.03.12 01 - Terlaksananya penyelesaian 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang 5 1 WM 126.533,5 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PRO-P: Pengembangan Wilayah RTR untuk WM di luar Jawa direncanakan PERUMAHAN RAKYAT, KEMENTERIAN
Metropolitan di Provinsi PERHUBUNGAN
Sumatera Selatan 02 - Berkembangnya wilayah 01 - Jumlah WM di luar Jawa yang 5 1 WM
metropolitan di luar Jawa dikembangkan
02.01.04 01 - Terbangunnya desa 01 - Rata-rata Indeks Desa Pulau 1,5 61,30 31.567.823,7
KP: Pengembangan Daerah terpadu, kawasan perdesaan, Sumatera
Tertinggal, Kawasan Perbatasan,  dan kawasan transmigrasi
Perdesaan, dan Transmigrasi 02 - Rata-rata nilai Indeks 1,5 61,45
Perkembangan Kawasan Perdesaan
Prioritas Nasional
03 - Rata-rata nilai Indeks 5 61,41
Perkembangan Kawasan
Transmigrasi yang Direvitalisasi di
Pulau Sumatera
04 - Persentase penduduk miskin 1 9,8—10,1 %
perdesaan Wilayah Sumatera
02 - Berkembangnya Pusat 01 - Jumlah daerah tertinggal 5 7 kabupaten
Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN), lokasi prioritas 02 - Jumlah kecamatan lokasi 5 36 kecamatan
perbatasan, dan daerah Y
tertinggal prioritas perbatasgn negara yang
ditingkatkan kesejahteraan dan tata
kelolanya
- Al 19 -
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:::;(:‘l’ Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
03 - Rata-rata nilai Indeks 5 0,52 IPKP
Pengelolaan Kawasan Perbatasan

02.01.04.07 01 - Terlaksananya 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi 1,5 60,45 2.231.879,3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Aceh DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Aceh Provinsi Aceh TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM

NEGERI, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN, BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
02.01.04.08 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 67,69 21.580,8 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Aceh Timur Aceh Timur DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.09 01 - Terlaksananya Revitalisasi 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 59,79 3.811,7 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Revitalisasi Kawasan Kawasan Transmigrasi Ketapang  Perkembangan Kawasan DAERAH TERTINGGAL DAN
Transmigrasi Ketapang Nusantara, Samar Kilang, dan Transmigrasi yang direvitalisasi di TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Nusantara, Samar Kilang, dan Selaut Provinsi Aceh DAN TATA RUANG/BPN
Selaut
02.01.04.10 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah kecamatan lokasi 5 3 kecamatan 0,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di prioritas perbatasan negara yang DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kesejahteraan dan Tata Kelola di ~ kecamatan lokasi prioritas di ditingkatkan kesejahteraan dan tata '
Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh kelolanya di Provinsi Aceh
Provinsi Aceh
02.01.04.11 01 - Berkembangnya Pusat 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 0,50 IPKP 200,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN) Sabang

Kegiatan Strategis Nasional
(PKSN) Sabang

Pengelolaan Kawasan Perbatasan
(IPKP) PKSN Sabang

PERIKANAN

SK No 081559 C
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:‘;_:;j:" Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.04.17 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 57,55 54.471,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Agam DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Agam Agam DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.18 01 - Terlaksananya Revitalisasi 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 72,08 1.278,8 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Revitalisasi Kawasan Kawasan Transmigrasi Lunang Perkembangan Kawasan DAERAH TERTINGGAL DAN
Transmigrasi Lunang Silaut Silaut Transmigrasi yang direvitalisasi di TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Provinsi Sumatera Barat DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.19 01 - Meningkatnya 01 - Persentase penduduk miskin di 1 11,3—11,8 % 82.496,4 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Percepatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi DAERAH TERTINGGAL DAN
Pembangunan Daerah Tertinggal = daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL,
di Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
02 - Rata-rata IPM di daerah 1 62,3—62,8 PERIKANAN, BADAN SAR NASIONAL,
tertinggal di Provinsi Sumatera Barat KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
02.01.04.20 01 - Terlaksananya 01 - Peningkatan rata-rata Indeks 1,5 64,65 nilai indeks 0,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Desa Provinsi Riau DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Riau Provinsi Riau TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
NEGERI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
02.01.04.21 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah kecamatan lokasi 5 7 kecamatan 0,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

PRO-P: Peningkatan
Kesejahteraan dan Tata Kelola di
Kecamatan Lokasi Prioritas di
Provinsi Riau

kesejahteraan dan tata kelola di
kecamatan lokasi prioritas di
Provinsi Riau

prioritas perbatasan negara yang
ditingkatkan kesejahteraan dan tata
kelolanya di Provinsi Riau

DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

SK No 081563 C
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REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:;l;;i:p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.04.23 01 - Terlaksananya 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi 1,5 64,00 0,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Jambi DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Jambi Provinsi Jambi TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
NEGERI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
02.01.04.24 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 59,20 29.240,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Muaro Jambi Muaro Jambi DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.25 01 - Terlaksananya Revitalisasi 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 25,65 76,2 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Revitalisasi Kawasan Kawasan Transmigrasi Bathin [II ~ Perkembangan Kawasan DAERAH TERTINGGAL DAN
Transmigrasi Bathin [II Ulu Ulu Transmigrasi yang direvitalisasi di TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Provinsi Jambi DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.26 01 - Terlaksananya 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi 1,5 63,85 1.000,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Sumatera Selatan DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Sumatera Provinsi Sumatera Selatan TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
Selatan NEGERI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
02.01.04.27 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 63,69 32.438,3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Banyuasin Banyuasin DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
- AILL.23 -
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Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t:;:;::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.04.28 01 - Terlaksananya Revitalisasi 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 62,34 1.782,8 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Revitalisasi Kawasan Kawasan Transmigrasi Parit Perkembangan Kawasan DAERAH TERTINGGAL DAN
Transmigrasi Parit Rambutan, Rambutan, Telang, dan Kikim Transmigrasi yang direvitalisasi di TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Telang, dan Kikim Provinsi Sumatera Selatan DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.29 01 - Meningkatnya 01 - Persentase penduduk miskin di 1 17,8—18,3 % 28.845.678,3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Percepatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi DAERAH TERTINGGAL DAN
Pembangunan Daerah Tertinggal  daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
di Provinsi Sumatera Selatan Sumatera Selatan NEGERI, KEMENTERIAN SOSIAL, BADAN
. NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
02 - Rata-rata [PM di daerah ! 66,9—67.4 (BNPB), KEMENTERIAN PERTANIAN
tertinggal di Provinsi Sumatera
Selatan
02.01.04.30 01 - Terlaksananya 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi 1,5 59,85 0,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Bengkulu DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
NEGERI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
02.01.04.31 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 56,84 10.665,1 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bengkulu Tengah DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Bengkulu Tengah Bengkulu Tengah DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.32 01 - Terlaksananya Revitalisasi 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 74,09 2.833,8 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN

PRO-P: Revitalisasi Kawasan
Transmigrasi Lagita

Kawasan Transmigrasi Lagita

Perkembangan Kawasan
Transmigrasi yang Direvitalisasi di
Provinsi Bengkulu

DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
DAN TATA RUANG/BPN

SK No 081565 C
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PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator ti:::‘::? Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.04.33 01 - Terlaksananya 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi 1,5 65,85 570,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Lampung DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Lampung Provinsi Lampung TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
NEGERI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
02.01.04.34 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 62,30 22.881,5 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Tulang DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional Bawang TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Mesuji dan Tulang Bawang Mesuji dan Tulang Bawang DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.35 01 - Terlaksananya Revitalisasi 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 57,40 1.543,9 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Revitalisasi Kawasan Kawasan Transmigrasi Rawa Perkembangan Kawasan DAERAH TERTINGGAL DAN
Transmigrasi Rawa Pitu dan Pitu dan Mesuji Transmigrasi yang Direvitalisasi di TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Mesuji Provinsi Lampung DAN TATA RUANG/BPN
02.01.04.36 01 - Meningkatnya 01 - Persentase penduduk miskin di 1 13,6—-14,1 % 1.836,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Percepatan kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal di Provinsi DAERAH TERTINGGAL DAN
Pembangunan Daerah Tertinggal  daerah tertinggal di Provinsi Lampung TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN SOSIAL,
di Provinsi Lampung Lampung KEMENTERIAN DALAM NEGERI,
02 - Rata-rata IPM di daerah 1 66,1—66,6 KEMENTERIAN AGAMA, KEMENTERIAN
tertinggal di Provinsi Lampung PERTANIAN
02.01.04.37 01 - Terlaksananya 01 - Peningkatan rata-rata Indeks 1,5 73,05 nilai indeks 910,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Desa Provinsi Kepulauan Bangka DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
Bangka Belitung Belitung NEGERI, BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
- AIL25 -
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PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l:;c::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.04.38 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 55,72 40.286,2 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional Timur, dan Bangka Selatan TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Belitung, Belitung Timur, dan Belitung, Belitung Timur, dan DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN
Bangka Selatan Bangka Selatan KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.39 01 - Terlaksananya Revitalisasi 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 73,86 303,6 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Revitalisasi Kawasan Kawasan Transmigrasi Batu Perkembangan Kawasan DAERAH TERTINGGAL DAN
Transmigrasi Batu Betumpang Betumpang Transmigrasi yang Direvitalisasi di TRANSMIGRASI, KEMENTERJAN AGRARIA
Provinsi Bangka Belitung DAN TATA RUANG/BPN

02.01.04.40 01 - Terlaksananya 01 - Rata-rata Indeks Desa Provinsi 1,5 64,80 0,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Desa pembangunan desa terpadu Kepulauan Riau DAERAH TERTINGGAL DAN
Terpadu di Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN DALAM
Riau NEGERI, BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB),

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN

PERIKANAN
02.01.04.41 01 - Terlaksananya 01 - Indeks Perkembangan Kawasan 1,5 59,65 18.379,3 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Pembangunan Kawasan pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun DAERAH TERTINGGAL DAN
Perdesaan Prioritas Nasional Perdesaan Prioritas Nasional TRANSMIGRASI, KEMENTERIAN AGRARIA
Bintan dan Karimun Bintan dan Karimun DAN TATA RUANG/BPN, KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN
02.01.04.42 01 - Meningkatnya 01 - Jumlah kecamatan lokasi 5 24 kecamatan 0,0 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
PRO-P: Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di prioritas perbatasan negara yang DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
Kesejahteraan dan Tata Kelola di ~ kecamatan lokasi prioritas di ditingkatkan kesejahteraan dan tata
Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau kelolanya di Provinsi Kepulauan
Provinsi Kepulauan Riau Riau

-AIL26 -

SK No 081567 C



ot
Py
53
M
%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
Dukungan
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator t::l;;«::p Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
02.01.04.43 01 - Berkembangnya Pusat 01 - Rata-rata nilai Indeks 5 0,50 IPKP 1.000,0 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PRO-P: Pusat Kegiatan Strategis Kegiatan Strategis Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan PERIKANAN, KEMENTERIAN DESA,
Nasional (PKSN) Ranai (PKSN) Ranai (IPKP) PKSN Ranai PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI

02.01.05 01 - Meningkatnya Nilai Evaluasi 01 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan 4 3,23 116.290,7
KP: Kelembagaan dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah (EPPD)
Daerah Daerah (EPPD)

02 - Meningkatnya persentase 01 - Persentase daerah yang 4 50,3 %

daerah dengan indeks inovasi mempunyai nilai Indeks Inovasi

tinggi Tinggi

03 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah dengan 4 135 daerah

dengan penerimaan daerah penerimaan daerah meningkat

meningkat

04 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah dengan realisasi 4 130 daerah

dengan realisasi belanjanya belanjanya berkualitas

berkualitas

05 - Meningkatnya reformasi 01 - Jumlah perizinan yang 4 16.123 dokumen

pelayanan perizinan kewenangannya sudah didelegasikan

ke PTSP Prima berbasis elektronik
06 - Meningkatnya daerah yang 01 - Jumlah daerah yang memiliki 4 22 daerah

memiliki PTSP Prima berbasis
elektronik

PTSP Prima berbasis elektronik
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07 - Meningkatnya tata kelola 01 - Jumlah daerah yang 4 130 daerah
keuangan daerah yang efektif melaksanakan tata kelola keuangan
dan efisien yang efektif dan efisien
08 - Meningkatnya Kesepakatan 01 - Jumlah daerah yang 4 9 daerah
dan Perjanjian Kerja Sama mengimplementasikan kesepakatan
Daerah dan perjanjian kerja sama daerah
09 - Meningkatnya persentase 01 - Persentase capaian SPM di 4 91,58 %
capaian SPM di daerah daerah
10 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah dengan indeks 4 34 daerah
dengan indeks kinerja GWPP kinerja GWPP kategori baik
kategori baik
11 - Meningkatnya pengelolaan 01 - Luas cakupan bidang tanah 5 4.293.338 ha
pertanahan dan bersertipikat yang terdigitasi dan
terselenggarakannya penataan memiliki georeferensi yang baik
ruang

02 - Luas cakupan peta dasar 5 2.804.853 ha

pertanahan

03 - Jumlah materi teknis dan 5 85 materi teknis dan

° rancangan peraturan daerah RDTR Ranperkada RDTR
kab/kota
04 - Jumlah persetujuan substansi 5 90 persetujuan substansi

RDTR kab/kota

RDTR

SK No 081569 C
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05 - Jumlah materi teknis dan 5 16 materi teknis dan
rancangan peraturan daerah RTRW Ranperda RTRW
prov/kab/kota
06 - Jumlah persetujuan substansi 5 10 persetujuan substansi
RTRW prov/kab/kota RTRW
07 - Nilai kepastian dan 5 5
perlindungan hak atas tanah
08 - Jumlah materi teknis RTR 5 1 materi teknis dan
nasional (pulau/kep dan KSN) Raperpres RTR
09 - Jumlah penanganan perkara 5 10 perkara
hasil penyidikan pelanggaran
pemanfaatan ruang
02.01.05.04 01 - Mempercepat kemudahan 01 - jumlah perizinan yang 4 1.824 dokumen 7.626,3 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P: Peningkatan Kapasitas berusaha di daerah termasuk kewenangannya sudah didelegasikan
Pemerintahan Daerah dan reformasi pelayanan perizinan ke PTSP Prima berbasis elektronik
Hubungan Pusat-Daerah di yang berbasis sistem informasi
Provinsi Aceh digital (e-gov)
02 - Meningkatnya kerja sama 01 - Jumlah daerah yang 4 1 daerah
daerah mengimplementasikan kesepakatan
dan perjanjian kerja sama
03 - Meningkatnya persentase 01 - Persentase capaian SPM di 4 92,39 %

capaian SPM di daerah

daerah
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04 - Meningkatnya persentase 01 - Persentase daerah yang 4 30,00 %
daerah dengan nilai indeks mempunyai nilai Indeks Inovasi
inovasi tinggi Tinggi
05 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah yang 4 20 daerah
dengan penerimaan daerah penerimaan daerahnya meningkat
meningkat
06 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah yang realisasi 4 19 daerah
dengan realisasi belanjanya belanjanya berkualitas
berkualitas
07 - Meningkatnya tata kelola 01 - Jumlah daerah yang 4 19 daerah
keuangan daerah yang efektif melaksanakan tata kelola keuangan
dan efisien daerah yang efektif dan efisien
08 - Peningkatan penataan 01 - Jumlah tugas dan wewenang 4 22 rekomendasi
hubungan pusat daerah yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dengan kinerja baik
09 - Meningkatnya kualitas 01 - Jumlah pelaksanaan kebijakan 4 1 rekomendasi
pelaksanaan kebijakan otonomi otonomi (regulasi) pada daerah
(regulasi) pada daerah otonomi otonomi khusus, daerah istimewa,
khusus, daerah istimewa, dan dan daerah khusus ibukota negara.
daerah khusus ibukota negara.
02.01.05.05 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas 5 592.825 bidang 3.468,7 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
PRO-P: Pengelolaan dan sertifikasi tanah Tanah RUANG/BPN
Pelayanan Pertanahan di
Provinsi Aceh 02 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah bidang tanah 5 578.151 bidang
peta bidang tanah dan ruang
- A.IL.30 -

SK No 081571 C


















2

&
4

%

¥

PRESIDEN

REPUBLIK

INDONESIA

Dukungan
terhadap
PN/PP/KP/ProP Sasaran Indikator Arahan Target Rp. Juta Instansi Pelaksana
Presiden
05 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah yang 4 9 daerah
dengan penerimaan daerah penerimaan daerahnya meningkat
meningkat
06 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah yang realisasi 4 11 daerah
dengan realisasi belanjanya belanjanya berkualitas
berkualitas
07 - Meningkatnya tata kelola 01 - Jumlah daerah yang 4 11 daerah
keuangan daerah yang efektif melaksanakan tata kelola keuangan
dan efisien daerah yang efektif dan efisien
08 - Peningkatan penataan 01 - Jumlah tugas dan wewenang 4 22 rekomendasi
hubungan pusat daerah yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dengan kinerja baik
02.01.05.14 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas 5 405.852 bidang 35.221,4 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
PRO-P: Pengelolaan dan sertifikasi tanah Tanah RUANG/BPN
Pelayanan Pertanahan di
Provinsi Riau 02 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah bidang tanah 5 431.614 bidang
peta bidang tanah dan ruang
03 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah bidang tanah K4 5 3.516 bidang
peta bidang tanah K4
02.01.05.15 01 - Tersedianya rencana tata 01 - Jumlah materi teknis dan 5 4 rekomendasi kebijakan 1.670,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
PRO-P: Penyelenggaraan ruang yang berkualitas rancangan peraturan daerah RDTR RUANG/BPN
Penataan Ruang di Provinsi Riau kab/kota
- AlLL36 -
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03 - Jumlah materi teknis dan 5 1 rekomendasi kebijakan
rancangan peraturan daerah RTRW
prov/kab/kota
04 - Jumlah persetujuan substansi 5 2 rekomendasi kebijakan
RTRW prov/kab/kota
02.01.05.22 01 - Mempercepat kemudahan 01 - Jumlah tugas dan wewenang 4 2.227 dokumen 0,0 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PRO-P: Peningkatan Kapasitas berusaha di daerah termasuk yang dilaksanakan oleh gubernur
Pemerintahan Daerah dan reformasi pelayanan perizinan sebagai wakil pemerintah pusat
Hubungan Pusat-Daerah di yang berbasis sistem informasi dengan kinerja baik
Provinsi Sumatera Selatan digital (e-gov)
02 - Meningkatnya kerja sama 01 - Jumlah daerah yang 4 1 daerah
daerah mengimplementasikan kesepakatan
dan perjanjian kerja sama
03 - Meningkatnya persentase 01 - Persentase capaian SPM di 4 92,37 %
capaian SPM di daerah daerah
04 - Meningkatnya persentase 01 - Persentase daerah yang 4 52 %
daerah dengan nilai indeks mempunyai nilai indeks inovasi
inovasi tinggi tinggi
05 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah yang 4 15 daerah
dengan penerimaan daerah penerimaan daerahnya meningkat
meningkat
- A.I1.40 -
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06 - Meningkatnya daerah 01 - Jumlah daerah yang realisasi 4 13 daerah
dengan realisasi belanjanya belanjanya berkualitas
berkualitas
07 - Meningkatnya tata kelola 01 - Jumlah daerah yang 4 13 daerah
keuangan daerah yang efektif melaksanakan tata kelola keuangan
dan efisien daerah yang efektif dan efisien
08 - Peningkatan penataan 01 - Jumlah tugas dan wewenang 4 22 rekomendasi
hubungan pusat daerah yang dilaksanakan oleh gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
dengan kinerja baik
02.01.05.23 01 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah Sertipikat Hak Atas 5 607.685 bidang 6.288,6 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
PRO-P: Pengelolaan dan sertifikasi tanah Tanah RUANG/BPN
Pelayanan Pertanahan di
Provinsi Sumatera Selatan 02 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah bidang tanah 5 731.099 bidang
peta bidang tanah dan ruang
03 - Terlaksananya percepatan 01 - Jumlah bidang tanah K4 5 172.443 bidang
peta bidang tanah K4
02.01.05.24 01 - Tersedianya rencana tata 01 - Jumlah materi teknis dan 5 4 rekomendasi kebijakan 1.529,0 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
PRO-P: Penyelenggaraan ruang yang berkualitas rancangan peraturan daerah RDTR RUANG/BPN
Penataan Ruang di Provinsi kab/kota
Sumatera Selatan
02 - Jumlah persetujuan substansi 5 7 rekomendasi kebijakan

RDTR kab/kota

SK No 081582 C

-All41 -






